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Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melatsanakaa ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan
Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakf,an
Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Flomor 51 tahun 1999 terrtang Pembettukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah
dan di sespurnakan deagan Undang-Undang Nomor 1l
Tahun 2000 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 51
'Iahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buo1,
Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepuiauan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,
Tambahan l,emtntan Negara Republik trndorresia Npmor 3966
i;
Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) 5slagaimana telah diubah dengan Undang-
U*dang Nmor 9 Tahrm 2O15 tefitang Psflrbshar K€dua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan t embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomo1: 18 Tahun 2Ol7 t€ntang FIak
Keuangan Dan Admirrishatif Pimpinan Dan Angota Dewal

J.



Perwak;lan Rakyat Daerah (Ieotnran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

D€rgarr Pecetrrjuen Bersans
DEwl$C PERWAXILAf RAXYAT DAERAII KABUPATEIY BT'OL

dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERIS$RAtr D*ERA$' TEilfTAIfc PB"AXIiAIIAAf, EA8'
HTUANGAtr DAI| ADMIITISTRATIF PIMPIITAN DAIT A]TGCIOTA
DEUIAIT PIRWAKII,AJT RAI(YAT DADRAII KABT'PATEN BUOL

BAB T

r(BrGlttuAtt rJurru,

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
2. Bupati adalah Bupati Buol
3, Derpan Perwakilsn Ra(vat Daerah, selanjutr4za disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Fimpinan DPRD

adalah pejabat daerah yang memeg€rng jabatan Ketua dan Wal<il Ketua DPRD
Kabupaten Buol sesuai peraturan perundang-undangal

5. Anggota Detxran Perwakilan Ralyat Rasrah, selaqiutnya disebut Anggota DPRD
adalah pejabat daerah yzrng memegang jabatarr anggota DPRD Kabupaten BuoI
sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Sekretarjat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat
DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.

7. Sekretaris Dewan Perwakilm Ral<yat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris
DPRD ad*Iafr Sekretaris Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah Katrupa.tea BuoL

8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan
Anggota DPRD.

9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Aaggsta DPRD dalam anengbadiri dan mengikuti rapat-rapat ditea's-

10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD kaiena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dar
Anggota DPRD.

11. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya
s"nagai Ketua, Wnkfl Ketua, Sekert*ris, Anggota Badaa Musyawarah- Krrmisi"

Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan
Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukal dan dibentuk oleh
rapat pa.riPwna.



12. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepana
Pimpinan dal Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua,
Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap
yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal
bersifat tertentu dan khusus.

13. Tunjangan Xomunikasi Intensif, selanjutnya disebut TXi adalah uang yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka
mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dart Anggota DPRD.

i4. Tunjangan reses adalah tunjangan yang di berikan kepada Pimpinan DPRD dan
Anggota DPRD setiap melakukan reses.

15, Tunjangan kesejahteraan adala.h tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan
rlan 63g662 DPRD trerupa jaminan kesehatan, iamirral kecd!*<aan kerja,
jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan
perlengkapannya, kendaraal dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belania rumah
tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang meningal dunia atau mengakhiri masa tugasnla setelatr
yalg bersangkutan diberhentikal dengan hormat.

17. Dana operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana operasional
adalah dana yang disediakan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanar,
dan k;buauhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRI)

sehari-harl
18. Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah

en-ggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Kabupaten Buol'

BAB II
PEIIGHASIT"AII P[uPtrAE DrI5 TI5G{PT* DPRD

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Peaglrasilan Pimpiran darr Arrgpta DPRD terdiri atas:

a. uutng representasr;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan beras;
d. uang Paket;
e. tunjargan j aba.tarr;
f. tunjangan alat kelengkapan;
g. iu"iu"g* alat kelengkapan lai-n; 

.'n. tu"i*s- komunikasi intensif ; dan

i. tunjangan reses'

CNsal 3

(11 Paiak Penghasilan untuk penghasltal s1!1Sa;mana
' ' huruf a, huruf U, nut"f 

- 

" ''f't 
uiuf d' truruf e' huruf

kePada APBD'

dimaksud dalam Pasal 2

f. dan huruf g dibebaru(an



{2t

(3)

Paiak penghasilEn sebagairnarra dimaksud dalam Pasal 2 huruf h den huruf i
dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
sesuai dengan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

noclsn lledua
Uang Reptesentasl

Pasal 4
Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat tl) diberikan setiap bulan-

Pasd 5
Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 807o (delapan puluh persen) dari
uang reptres€ntasi Ketua DPRD
Ualrg representasi Anggota DPRD sebesar 75ol" (tujuh puluh lima persen| dari
uang representasi Ketua DPRD

Bagian KeemPat
Uangkket

f-r-.l7
Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 2 huruf d'
U."S p"L* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan'

u.tE i,^r..t sebalaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10'o/o (sepuluh persen)

dari uang repr€senta$i yang b,ersangkutan'

Baglan Kelima
TunJa'.gan Jabatan

Pacal I
{lt Pimpinan dan Anggot& DPRD berhak mempnmleih tunjangan jatratal
' ' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e-

(2) i;nj;ga. jabatan u"u.j.ittta.a dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan'

(U

121

t1)
(21

(3)

Badan Ketiga
Tu{aagen l(eluaga dan T\rjangan Beras

Pasal 5
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan

tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan hurufc'
t2) Tu;jan?an keluarga dan tu.,jangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setiaP bulan.
B) Besar:an tunjal}gan keluarga dan tunjargan beras eetraganmana dirnakeud pada

ayat (f) sania de.tgan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagl pegawai

aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

(1)

(2)
(3)



{3} Tuajangan jabatan scbagaimana rlimalrsud pada ayat {1} sebesar 1457u {seratus
empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Baglan Keenam
TunJangan Alat KelengkaPan

Pesal 9
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi,' ' Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badart

Kehormatan berhal memperoieh tunjangan alat kelengkapan sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
(2) Trmjangan alert kelengkattan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ditterikan

dengan ketentuan : ,
,. u.ttut jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan

jabatan Ketua DPRD;
b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan

Ketua DPRD;
c. untuk jabatal sekrearib, sebesar 4a/o (erngat persen! dari tunjongan jabatan

Ketua DPRD: dan
d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan

Ketua DPRD.
Bagtan KetuJuh

TuaF*gen *let llcleagbaPan Lain

Pasal 1O

(1) Fimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapal- lain- berhak
'^' 

-"rip"rof"h tunjilgan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf f.
p) il;; t"rjaagan alat kelengkapan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayat
-' 

tZj *.*. iutii" niltrlndis Uirlaiu untuf, besaran tunjangan alat kelengkapan

tSl fi;jangurr alat kelengkapan laln sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat
'-' 

DJ dlu.iltun selama aiat ketengLapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

B.€ir- FedelaPas
TuoJan$tl Komunikasl Intenslf

Pasal 1 1

Untuk meningkatkan kinerja' Pimpinan^.dan Anggota DPRD diberikan TKI

*^irtgalt*t* ai"t"t*ud dalarn Pasd 2 huruf h'

Pesaf 12

{l} TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan

"' ;;*;;;;attgtatt kemampuan feualcan daerah'

{2) Kemampuan r.""""Jrifr-.-J*""tai;ana dimaksud pada avat (1) ditentukan

berdasarAan h"=s ?X;;;;-?t .- **"." p"od"gtao um*m daerah

Iit"tuttsi a"ttgurr belanja pegawai aparatur sipil negara'



Pasal 13
(1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (i)

terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
a. ti.ggr;
b. sedang; dan
c. rendah.

(2) Pengelompokan kemampual keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Pasal 14
Pemberian TKi sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 1l dilakukan dengan ketentuan

:

a. untuk kelompok kemampuan daerah tingrei sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf a, paling balya-k 7 (tujuh) kali dari uang representasi
Ketua DPRD;

b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1'| huruf b, paling banyak 5 fiimal kali dari uarig representasi
Ketua DPRD; dan

c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf c, paiing banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi
Ketua DPRD.

Pasal 15
(11 Data yang digunakan s€bagai dasar penghitungan kemampuan keuangan

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah data APBD induk
tahun anggaran berjalan/ berkenal

(2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oieh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Turrjangan Reses

Pasal 16
Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjalgan reses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 buruf i dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17
Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasai 14 berlaku
s€cara rmrtafrs rmfiandis terhadap pemberian tuajangan reses.

B*B trI
TI]UJAITGAIT XISE.IAIITERAAIT PIUPIITAIII

DAX AITG(K}TA DPRI)

Baglan Kesatu
IImuo

Pasal 18
(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :



(:2)

(3)

a. jarninan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminar kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.
Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DpRD
disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :

a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rumah tangga;
Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat
disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
6- prmah negara dan perlengkapannya; dan
b. tunjangan transportasi.

Baglan Kedua
Jamlnan Kesehatan

Pasal 19
Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a
diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/
istri dan anak sesuai dengan peraturan peruMang-undangan.

Pasal 20
Seiain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 18 ayat (1),
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaan kesehatan yang
bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan
kesehatan yang diberikaa oleh Badan Penyelenggara Ja:ninan Sosial Kesehatan-
Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1

(satu) kali dalam I (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta t-idak
termasuk suami/ istri dan anak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturar Bupati.

B.gtan Kettga
Janinan Kecelakaan KerJa dan .Iamlnan Kematlan

Pasal 2l
Jaminpn kecelakaan kerja dan jaminan kematian setragaimsna diaaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan
pemndang-undangan.

(l)

(21

(1)

(2)

(3)



(U

(2\

(3)

(41

Bagian Ke empat
Paltqiqn Dirres dan Atribut

Pasal22
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hurufd.
Pakaian dinas atribut sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. pal<aian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam I (satu) tahun;
b. pakaian sipil resmi disediakan I (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d. palcaian dinas harian lengan panjang disediakan i (satu) pasaJlg dalam 1

(satu) tahun; dan
e. pakaian yang hrcirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1

(satu) tahun.
Pakaian dinas dan atribut sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) disediakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang
daa/ ataa jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi,
efektifitas, dan kepatutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakain dinas dan atribut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
TuaJangaa Runah lSegara dan Perlengkapannya Serta

Tunjangan Kendaraan Dlnas Jabatan

Pasd 23
(l) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta

kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat {2} huruf
a dan huruf b sesuai standar peraturan perundang-undangan'

(2) Rumah negara dal1 perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar

(3)

(41

(1)

berdasarkal ketentuan peraturan perundang-undangan-
Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serba kerrdaraan dinas jabatan
setlagaimana dimalsud pada ayat (1) dan pemakaian rr'rmah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilalukan sesuai dengal
ketentuan peraturan perundang-undangan.
pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan
-perlengkapannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD'

Pasal 24
Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara

dan perlengkaparnya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam

[."AL' Uiik 
-tep,aaa pemerintah Daerah paling lambat 1 {satu) bulan sejak

tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(2) ;ffi hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya

berhenti atau berakhir masa 6at d, rumah negara dan perlengkapannya wajib

dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1

{satu} bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti'



Pasal 2F
(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatarr yang

disediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tidak a"pat a"is.-.u"ilt urrl
_ digunausahakan, dipindah tangankan, dan/ atau diubah statrls hukumnya.

(2) struktur dan bentuk..bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana
dimaksud pada ayat {li tidak dapat diutrah.

Pasal 26
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara da'

kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DpRD sebagaimana dimaksrid d.l.*
Pasal 23' kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyedialan rumah Negara bagi
Anggota DPRD sebagairnana dimaksud daiam pasai 23, kepaia yang
bersangkutan dapat diberikan tunjalgan perumahan.

(3) Tunjangan perumaharr dan tunjangan transportasi bagi pimpinan DpRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam- bentut uang dan

. . dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan t".ri-utrgu,,

transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud <lalam pasal 18 ayal (3)
huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung
mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

Pasa.l27
(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 harus

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga
setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Beearan tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar
satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi
Pimpinan dan Anggota DpRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan
telepon.

(3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar
satuan harga sewa kendaraan yang berla}u untuk stamdar kendaraan dinas
jabatan bagi Fimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan
biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(4) Besaran tunjargan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan
Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjargan perumahan dan
tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah.

(5) Ketentuan lebih lanjut rnengenai hsaran tunjangan perurnahan dan tunjangan
transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 serta tunjangan perurnahan dan tunjangan iransportasi
sebagaimana dimaksud datarn Pasal 26 tidak dapat diberikan kepada Pimpihan dan
Anggota DPRD secara bersamaan.



t1)

(2)

tuFel29
Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau
Anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Buol hanya diberikan salah satu
tunjangan perumahan.
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai
Bupati/Wa-kil Bupati Buol tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 30
Bagi Pimpinal dan/atau Anggota DPRD yang diberhenlikan sementara tidak
diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagien lleeaann
Belarrja Rumah Tangga Pimpinal DPRD

Pasal 31
Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, pimpinan
DPRD disediakan bela4ja rumalt tangea seLragairnana dimaksud dalam Pasat 18
ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Belanja rumah tangga sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) digunakan untuk
memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan
dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan
perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tansga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat {2) hurufc.

Pasal 32
Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimala dimaksud daiam
Pasal 3l aJ'at {21 diatut daLam Peraturan Bupati

BAB IV
UAITG JASA PEI{GABDIAIT PIMPIITAIT

DAN ANGCPTA DPRI)

Pasal 3a
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yalg meninggal dunia atau mengakhiri masa

baktinya diberikan uang jasa pengaMian.
(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan
a. masa balcti kurang dafi atau sampai dengan I (satu) tahun, diberikan uang

jasa pengabdial sebesar I (satu) bulan uang representasi;
b. masa balti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian

sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian

sebesar 3 [tiga] bulan uang representasi;
d. masa bakti sampai dengan 4 Gmpatl tahun, cliberikcn uang jasa pengabdian

sebesar 4 (empat) buLan uang representasi; dan
e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian

sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bularr uang representasi.

(1)

(2)

t3)



(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DpRD meninggal dunia, uang jasa
pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditrerikan kepada ahli
wansnya

Pasel 34
{l} Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33

dilalukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan pe.undang-
undangan.

(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat,
tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BABV
BEI.ANJA PEISWJAtrG XECdATAIT DPRD

Baglan Kesatu
Umum

Pacal 35
(l) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DpRD, disediakal

belanja penunjang kegiatan DPRD.
(2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. program;
b. dana operasional Pimpinan DPRD;
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahti alat kelengkapan DpRD;
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dal
e. belanja sekretariat fraksi.

(3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan
rencana keda yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangar.

Baglen Kedua
Program

Pasal 36
(U Program sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 35 ayat 2 hwuf a terdiri atas :

a- penyelenggaraan rapat;
b. kunjungan kerja;
c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di

lingkungan DPRD;
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
f. progr^rn lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DpRD.

(2) Program sebaga.imana dimaksud pada ayat (l) diuraikan ke dalam beberapa
kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.



Baglan Xe tlga
Dqna Operasional Pinplnan Pllft!

P&sal 37
(1) Untuk menunjang kegiatan operasional yalg berkaitan dengan dengan

repres€ntasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna meLancarkan pelaksanaan
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, pimpinan DpRD diberikan dana operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.

(21 Dana operasional sebagaimana dimalsud pada ayat (l) diberikan setiap bulan
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 12 dan Pasal 13.

PaEal 38

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 37
disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuaa keuangan daerah :

l. tirrCCt, paling banyak 6 (enam) kaii;
2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kaii;
dari uang representasi Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampual keuangan daerah :

1. tmggi, paling banyak 4 (empat) kali;
2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;

dari uang representasi wakil ketua DPRD.
(2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dilakukan

setiap bulian dengan ketentuan :

a.8OYo (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya
atau disebut lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
(3) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan dan
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan
akuntabilitas.

(4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentual
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 3l Desember tahun anggaran
berkenaan

Pasal 39
Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi,
kelompok, dan/ atau golongan.



(1)

(21

{31

(1)

(21

Begian Keenrpet
Kelompok Pakar Atau Tim Alili AIat Kelengkapan DPRD

Pasal 40
untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang
tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, Anggota OFnA
pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan opno dapat
mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (2) huruf c.
Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (t) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD
yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan sekretaris DpRD.
Pengadaa:r kelompok pakar atar-r tim ahli a-lat kelengkaparr DPRD seba-gaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal4l
Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau
kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari
atau orang bulan.
Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli atat
kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan
standar keahl i an sesuai dengan k-etentr;an peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli ltakst

Paial42
I-Inflrk mendr-rkung tugas fraksi, disediakan 1 {satu} tenaga ahli fraksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 ayat (2) huruf d.
Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris
DPRD.
Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kompensasi
dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan
kemarnpuan keuangan daerah.

(2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(21

(3)

(1)



Begten Ke€nem
SelanJa Sekretarl,at Fraksi

Pasal 44
(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam 35 ayat (21 huruf e

dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
penyediaan sarana dan anggaran.

(3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja
pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

(4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksttd pada aya-t (2) melipt-tti pemenuhan
kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang
diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
PEIVGELOLITAIT HAK I{TUANGAN DAIT ADMIITISTRATIF

PI!ilPINAI| DAIT ANGGOTA DPRI)

Pasat 45
(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan da:r

Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran
belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencalra Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Peralgkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis
belanja sesuai dengan ketentua! peraturan perundang-undangan'

(2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bertanggung
jawab atas pengeloiaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengelolaan €rnggar€rn belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' 
dilaksaaakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif
dan efisierr serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangaa.

(a) Anggaraa belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mentpakan
bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 46
Dalam rang!<a pertanggungiawaban TKI dall tunjangarr reses, Pimpinan dan Anggota

DpRD wajil minanOitangani pakta integritas yalg menjelaskan penggunaan dana

telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasd 47

{1} Dalam rangka pertanggungiawaban dana operasional Pimpinan DPRD' Pimpinan

DPRD w4ib rnenandJtangani pakta int€gritas yang nrenjelaskan penggunaan

dana telah sesuai dengan pemntukamya'
(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional

dengal laporan hasil pelaksanaan tugas yang
penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD'

Pimpinan DPRD dibuktikart
dilengkapi dengan rincian



{3i Rincian pengguraan dana operasional pimpinan DpRD sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2) memua-t kegiata!, tr_5r_1an, penerima (masyaralat/ Kelompok
masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani pimpinan DpRD.

(4) Bukti pertanggungl'awaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Bendahara pengeluaran sekretariat DpRD setiap bulan
paling lanbat tanggal 5 bulan berikutnya

BAB VII
KETEIYTUAIT LAIIT-LIUIY

Pasal 48
{1} Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejatrat yang

berwenang sesnai d,engan ketentllan peraturan perunclarrg-nnclittga.t reta_p
diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang
paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan
kematial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangax sementara lebih dari 3O (riga puluh)
hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DpRD oleh pejabat yang bervr'enang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pelaksana tugas
Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang
dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai
tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BABVIN
KETEI{TUAtr PENUTUP

Pasat 49
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berla,ku, Peratura.n Daerah Nomor 10 Tahun
2O14 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Yttnpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol
Tahun 2010 Nomor 14) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan
administralif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buol dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 5{l
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling
lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku o"ff"rlfu, diundangkan.
lqT^:.i1'_.:"g mengetahuinya, memerintaFkan pengundangan peraturan Daerahrnr dengan penempatannya dalam Lembaran Daerair f<aU,rput.i- n,,

di Buol

A

Ditetapkan di :BUOL

ATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR .0.1
LEME}ARAN

NOMOR



PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR..... TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUOL

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa hak keuangan dan

Administratif di,atur dengan Peraturan Pemerintah dan ketentuan pasal 299 ayat
(2) tentang belania Pirnpinan dan anggota DPRD diatur dengan peraturan

Pemerintah, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Talun 2017

tentang Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dalam ketentuan Pasal 28 mendeiregasikan hak
Keuangan dan Administratif diatur dalam Peraturan Daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor

1O Tahun 2014 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dal
Anggota Dewan Perwakitran Rakyat Daerah kabupaten Buol ilembar Daerah

Tahun 2O14 Nomor 1O) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,sehingga perlu Pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam peraturan

Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pagal2

Cukup Jelas.

Pasal 3

CukupJelas.



Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

CukuP Jelas.

Pasal 1 I
CukuP Jelas.

Pasal 12

CukuP Jelas'

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

CukuP Jelas.

Pasal 15

CukuP Jelas.

Pasal 16

CukuP Jelas.

Pasal 17

CukuP Jelas.

Pasal i B

CukuP Jel,as.

Pasal 19

CukuP Jelas'

Pasal 20

CukuP Jelas.

Pasal 2 1



Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jeias.

Pasal 23

. Cukup Jelas-

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

CukupJelas

Pasal27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 3 I
Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas-

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.



Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jeias.

Pasa] 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

CukuP Jelas.

Pasal 46

CukuP Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

CukuP Jelas.

Pasal 49

CukuP Jelas.

Pasal 50

CukuP Jelas

Pasal 5l
CukuP Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR .''


